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Abstrak 

Pasal 66 UU PPLH yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap gugatan balik hanya terbatas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup yang telah menempuh upaya hukum. Pembatasan makna tersebut juga berkaitan dengan banyaknya kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup yang melakukan protes dan perlawanan terhadap perusahaan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan oleh pejuang lingkungan hidup bahwa banyak kasus penangkapan aktivis lingkungan hidup karena kurangnya perlindungan dan ketidakjelasan Pasal 66 UU PPLH. Penjelasan Pasal 66 tersebut seharusnya tetap merujuk kepada frasa “setiap orang” dalam Pasal 66 UU PPLH tersebut karena makna setiap orang yang memperjuangkan dapat berarti luas yang mencakup orang yang telah menempuh jalur hukum atau menempuh jalur lain. Tujuan dari penelitian adalah Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum pejuang lingkungan hidup untuk dapat diberikan perlindungan hukum atas gugatan balik (Anti SLAPP) dan    menganalisis perlindungan hukum Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH . Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan,buku,dan jurnal. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis  secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum pejuang lingkungan hidup dalam Sengketa Lingkungan Hidup Berdasar pada Ketentuan Pasal 84 UU PPLH asalkan telah memenuhi prasyarat  yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum di dalam undang-undang yakni masyarakat yang telah menempuh  cara  hukum  saja. Perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. 
Kata Kunci  : pasal 66 UU PPLH, Pejuang Lingkungan Hidup
Abstract

Article 66 of the PPLH Law which explains that protection against counterclaim is only limited to environmental fighters who have taken legal remedies. This limitation of meaning is also related to the number of cases of arrests of environmental activists who have protested and fought against companies or environmental polluters. This was conveyed by environmentalists that many cases of arrests of environmental activists were due to lack of protection and the unclearness of Article 66 of the PPLH Law. The elucidation of Article 66 should still refer to the phrase "everyone" in Article 66 of the PPLH Law because the meaning of everyone who fights for can have a broad meaning that includes people who have taken legal channels or taken other routes. The purpose of the research is to research, study, and analyze the legal position of environmental fighters to be given legal protection for counterclaims (Anti SLAPP) and to analyze the legal protection of environmental fighters who have the right not to be prosecuted in accordance with Article 66 of the UUPPLH. The research method is normative juridical research. the approach used is the Legislative Approach and the Conceptual approach. Sources of legal materials include laws and regulations, books and journals. Data collection techniques with literature study of primary and secondary legal materials. Legal material analysis techniques will be analyzed in a perspective. The results show that the legal position of environmental fighters in environmental disputes is based on the provisions of Article 84 of the PPLH Law as long as it meets the prerequisites in accordance with the provisions and legal procedures in the law, namely people who have taken legal means only. Legal protection for environmentalists must be in accordance with the laws and regulations and legal procedures in force in Indonesia.
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PENDAHULUAN 

     Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. (Febby, 2013)  hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3 Untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan. Dengan kata lain, tanpa adanya akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit untuk dipenuhi.

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya Disebut UU PPLH) mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 66 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu:Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.  

     Dalam melaksanakan hak-hak tersebut, UUPLH memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 UUPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Secara eksplisit, pasal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup agar dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. 

    Pasal 66 UU PPLH tersebut merupakan bentuk peran   serta dalam bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya kontrol oleh masyarakat dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelola lingkungan hidup yang baik , sehingga membuat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup menjadi tidak optimal (Ahmad, 2010). Konsep Pasal 66 ini dikenal dengan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Selanjutnya disebut Anti SLAPP). Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik. 

Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat(Febby, 2013) Terdapat Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai Anti SLAPP ini antara lain: Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang. Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.

    SLAPP merupakan terminologi baru di Indonesia. Sebagaimana terminologinya, SLAPP pada dasarnya bertujuan untuk membungkam atau mendiamkan partisipasi publik. Penelope Canan dan George W. Pring, sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson menyebutkan bahwa SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik. Istilah strategic lawsuit against public participations, yang dikenal dengan singkatan (George, 1996)SLAPP, berlaku untuk berbagai jenis tuntutan hukum, termasuk yang mengklaim pencemaran nama baik, fitnah, campur tangan bisnis, atau persekongkolan. Belum ada pengertian secara baku mengenai apa itu SLAPP, namun teradapat empat kriteria yang dikemukakan oleh Profesor George W. Pring dan Penelope Canan dari University of Denver, mengenai SLAPP, yaitu (George, 1996): 

Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi;

Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi non-pemerintah;

Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.

     Dengan kata lain, SLAPP adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menuntut balik para penggiat lingkungan yang menuntut hak mereka dengan berbagai macam dalih seperti pencemaran nama baik sampai tuduhan adanya penghinaan lambang negara, penyebaran ujaran kebencian, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

      Usulan adanya ketentuan mengenai Anti Eco-SLAPP ini disetujui oleh para perumus UU PPLH. Para perumus berpendapat bahwa ketentuan ini penting sebagai sarana perlindungan bagi peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada faktanya makna frasa memperjuangkan lingkungan hidup dalam Pasal 66 UUPLH tersebut masih memiliki ketidakjelasan mengenai jangkauan makna meperjuangkan tersebut. Dilihat dalam bagian Penjelasan Pasal 66 UU PPLH  tersebut menyatakan bahwa :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi   korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”


      Penjelasan pasal tersebut memberikan uraian bahwa perlindungan tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang telah melakukan upaya hukum terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan. Penjelasan tersebut mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PPLH. Mahkamah Agung memberikan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan Anti SLAPP dalam UU PPLH dengan mengeluarkan Surat keputusan Ketua MA Nomor: 36/KMA/SK/ II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).”

     Bagaimana sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk diterapkan dalam “ANTI SLAPP”. Hal tersebut belum diatur dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan KUHAP, demikian pula belum ditemukan dalam praktik peradilan.Untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.”

    Dapat dipahami dalam ketentuan tersebut tetap memberikan penguatan terhadap Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap gugatan balik hanya terbatas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup yang telah menempuh upaya hukum. Pembatasan makna tersebut juga berkaitan dengan banyaknya kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup yang melakukan protes dan perlawanan terhadap perusahaan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan oleh WALHI bahwa banyak kasus penangkapan aktivis lingkungan hidup karena kurangnya perlindungan dan ketidakjelasan Pasal 66 UU PPLH (Mongabay, 2018).  

     Penjelasan Pasal 66 tersebut seharusnya tetap merujuk kepada frasa “setiap orang” dalam Pasal 66 UU PPLH tersebut karena makna setiap orang yang memperjuangkan dapat berarti luas yang mencakup orang yang telah menempuh jalur hukum atau menempuh jalur lain. Dengan demikian, diperlukan analisis mengenai konflik hukum antara Pasal 66 UU PPLH dengan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tersebut untuk dapat memberikan penjelasan dalam perlindungan pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Problematika Hukum Terhadap Ketentuan Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.”

     Tujuan dari penelitian adalah Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum pejuang lingkungan hidup untuk dapat diberikan perlindungan hukum atas gugatan balik (Anti SLAPP) dan    menganalisis perlindungan hukum Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH.  

     Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan Problematika Hukum Terhadap Ketentuan Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup kajian teoritiknya mengenai Kedudukan Hukum, Pejuang Lingkungan Hidup, Perlindungan Hukum, Jenis Perlindungan Hukum, Sarana Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum dalam KUHP, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum, Anti SLAPP dan Hak Warga Negara

METODE

    Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Problematika Hukum Terhadap Ketentuan Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum pejuang lingkungan hidup untuk dapat diberikan perlindungan hukum atas gugatan balik (Anti SLAPP) dan menganalisis perlindungan hukum Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH.  

    Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier (I Made., 2016).

     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang(Soerjono, 2001)
      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 

      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum lingkungan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 66 UU PPLH  merupakan bentuk peran serta dalam bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya kontrol oleh masyarakat dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelola lingkungan hidup yang baik, sehingga membuat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup menjadi tidak optimal(Ahmad., 2010).  Konsep Pasal 66 ini dikenal dengan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Selanjutnya disebut Anti SLAPP). Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik. Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat (Febby, 2013).
Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai Anti SLAPP ini antara lain: 

Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang.Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.

SLAPP merupakan terminologi baru di Indonesia. Sebagaimana terminologinya, SLAPP pada dasarnya bertujuan untuk membungkam atau mendiamkan partisipasi publik. Penelope Canan dan George W. Pring, sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson menyebutkan bahwa SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik. (George, 1996)Istilah strategic lawsuit against public participations, yang dikenal dengan singkatan SLAPP, berlaku untuk berbagai jenis tuntutan hukum, termasuk yang mengklaim pencemaran nama baik, fitnah, campur tangan bisnis, atau persekongkolan. Belum ada pengertian secara baku mengenai apa itu SLAPP, namun teradapat empat kriteria yang dikemukakan oleh Profesor George W. Pring dan Penelope Canan dari University of Denver, mengenai SLAPP, yaitu : 

Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi;

Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi non-pemerintah;

Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.

Dengan kata lain, SLAPP adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menuntut balik para penggiat lingkungan yang menuntut hak mereka dengan berbagai macam dalih seperti pencemaran nama baik sampai tuduhan adanya penghinaan lambang negara, penyebaran ujaran kebencian, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Usulan adanya ketentuan mengenai Anti Eco-SLAPP ini disetujui oleh para perumus UU PPLH. Para perumus berpendapat bahwa ketentuan ini penting sebagai sarana perlindungan bagi peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada faktanya makna frasa memperjuangkan lingkungan hidup dalam Pasal 66 UUPLH tersebut masih memiliki ketidak jelasan mengenai jangkauan makna meperjuangkan tersebut. Dilihat dalam bagian Penjelasan Pasal 66 UU PPLH  tersebut menyatakan bahwa :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”


Penjelasan Pasal tersebut memberikan uraian bahwa perlindungan tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang telah melakukan upaya hukum terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan. Penjelasan tersebut mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PPLH. Mahkamah Agung memberikan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan Anti SLAPP dalam UU PPLH dengan mengeluarkan Surat keputusan Ketua MA Nomor: 36/KMA/SK/ II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah rnelakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).

Bagaimana sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk diterapkan dalam “ANTI SLAPP”. Hal tersebut belum diatur dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan KUHAP, demikian pula belum ditemukan dalam praktik peradilan.Untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.”

Dapat dipahami dalam ketentuan tersebut tetap memberikan penguatan terhadap Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap gugatan balik hanya terbatas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup yang telah menempuh upaya hukum. Pembatasan makna tersebut juga berkaitan dengan banyaknya kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup yang melakukan protes dan perlawanan terhadap perusahaan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan oleh WALHI bahwa banyak kasus penangkapan aktivis lingkungan hidup karena kurangnya perlindungan dan ketidakjelasan Pasal 66 UU PPLH (Mongabay, 2018).   Penjelasan Pasal 66 tersebut seharusnya tetap merujuk kepada frasa “setiap orang” dalam Pasal 66 UU PPLH tersebut karena makna setiap orang yang memperjuangkan dapat berarti luas yang mencakup orang yang telah menempuh jalur hukum atau menempuh jalur lain. 

     Kedudukan Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Untuk Dapat Diberikan Perlindungan Hukum Atas Gugatan Balik (Anti SLAPP)

 Kedudukan Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Sengketa Lingkungan Hidup

Mengacu kepada alasan historis Pring dan  Canan  menghasilkan  konsep  Anti- SLAPP,  maka  jelas  bahwa  subjek  yang melakukan SLAPP dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kekuasaan baik itu kekuasaan jabatan  maupun  kekuasaan  modal.  (George, 1996) Anti-SLAPP  pada  mulanya  ditujukan  untuk masyarakat (termasuk di tingkat tapak) dan organisasi lingkungan, karena temuan Pring dan Canan menunjukan bahwa pelaku SLAPP umumnya adalah
pemerintah (termasuk penegak hukum) pelaku bisnis dan aktor dengan kepentingan ekonomi serta politis lainnya. 

Perkembangan di Indonesia menunjukan subjek yang potensial mendapatkan SLAPP dan dapat dilindungi dengan  Anti-SLAPP  adalah  setiap  orang selain  gugatan  perdata,  setidaknya  ada  3 termasuk organisasi non pemerintah, lembaga jenis tindakan lain yang dapat melanggar hak pemerintah dan para pekerjanya. Dalam hal kekerasan, ancaman kekerasan (termasuk ini menjadi wajar karena pengaturan Anti-intimidasi) dan kriminalisasi (proses pidana SLAPP berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Partisipasi  Publik yang tidak layak).
Sedangkan, di Mengacu kepada Laporan ELSAM, hanya Indonesia, pengertian “setiap orang” masing dalam rentang waktu 9 (sembilan) bulan saja (November 2017-Juli 2018) terdapat SK  KMA 36/2013 hanya menyebutkan 254 korban kekerasan dan ancaman kekerasan Anti-SLAPP sebagai perlindungan bagi terhadap Pembela HAM atas Lingkungan memiliki ruang lingkungan yang sangat luas.. “pejuang lingkungan”. Terminologi pejuang  dari jumlah tersebut penerima  dampak lingkungan juga sangat luas, sehingga perlu paling besar adalah mereka yang berprofesi ditentukan siapa saja subjek yang potensial sebagai  petani (48 orang),  mahasiswa  (15 mendapatkan SLAPP dan dilindungi dengan orang), nelayan (11 orang), aktivis (7 orang), ketentuan Anti-SLAPP. 34 wartawan, akademisi, perangkat desa. 

Penekanannya bahwa subjek yang dilindungi hanyalah mereka yang menggunakan hak partisipasinya  untuk  masalah lingkungan hidup.  Selain  itu,  harus  dipahami  bahwa Pasal 66 UU 32/2009 ataupun konsep Anti- SLAPP bukanlah merupakan hak imunitas atau perlindungan profesi. Hal ini untuk menegaskan bahwa subjek yang  dilindungi  adalah siapapun, tidak peduli ia adalah aktivis lingkungan  atau bukan. Selama partisipasi yang dilakukannya menyangkut masalah lingkungan maka wajib dilindungi dengan Anti-SLAPP.  Dikarenakan  bagaimanapun  tidak  semua orang yang terlibat dalam memperjuangkan masalah-masalah lingkungan, menganggap dirinya adalah  pembela lingkungan.





Fungsi Gugatan Hukum dalam Memperoleh Perlindungan Hukum atas gugatan balik (Anti SLAPP)

Secara luas masyarakat dalam UU PPLH mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Pasal 1 angka 31 UU PPLH secara spesifik telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal- usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Gugatan lingkungan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga peradilan merupakan langkah penting untuk mengawali prosedur hukum litigasi. Di samping itu sesungguhnya juga suatu gugatan dapat dimintakan dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui mekanisme non litigasi processs. Legal claim ini dapat dilaksanakan melalui prosedur peradilan ataupun perangkat kelembagaan lainnya dan mempunyai dua fungsi yang berbeda. Kedua fungsi itu tetap dalam kemasan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Terdapat dua fungsi gugatan yakni fungsi pertahanan (function of defense) hak individu untuk mempertahankan dirinya terhadap gangguan bagi lingkungan yang telah merugikannya dan fungsi tindakan (function of performance) hak seseorang untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan untuk pelestarian, pemulihan atau perbaikan lingkungan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998): "hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat" merupakan "hak fundamental-konstitusional". Rumusan Pasal 5 ayat (1) UUPLH yang menetapkan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" semakin diteguhkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Penuangan "hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat""(Siti, 2010) sebagai "subjective rights" merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisir kepentingannya atas “lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia (Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998) serta Pasal 5 ayat (1) UUPLH merupakan dasar hukum gugatan lingkungan yang sangat substantif bagi pemenuhan fungsi hak perseorangan melalui forum pengadilan. Dasar hukum gugatan lingkungan yang bersifat konstitusional telah diterapkan di Philipina dalam The Mi or Oposa Case (Supreme Court of the Philippines Decision, July 30, 1993). Mahkamah Agung Philipina mengabulkan gugatan penggugat (41 anak di bawah umur yang didampingi para orang tua mereka melalui kuasa ukum Att. Antonio Oposa, sehingga kasus ini dikenal dengan nama Minor Oposa) berdasarkan “terigt to a balanced and healthful environment” yang dirumuskan Konstitusi Philipina (1987), di samping asas “intergenerational equity”. 

Dalam The Minor Oposa Case: para penggugat mengajukan petitum pem atalan seluruh izin logging di Philipina yang dikeluarkan menurut Timber’s Agreement oleh pihak tergugat, yaitu: Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam Philipina (Secretary of the Department of Environment and Natural Resources (DENR). Majelis Hakim Mahkamah Agung Philipina pada tanggal 30 Juli 1993 memutuskan bahwa penerbitan izin atas dasar Timber’s Agreement tidak sesuai dengan kewenangan DENR dan mendorong ke arah perusakan lingkungan. Mahkamah Agung berpendapat: “the state of the Philippines and DENR” berkewajiban untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Kewajiban DENR untuk melindungi hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat harus dipandang juga untuk kepentingan generasi mendatang sedasar prinsip “intergenerational equity” (Suparto, 2004).

  Regulasi atau Pengaturan Hukum yang Memadai

Dalam Penjelasan Umum UU PPLH juga diungkapkan bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa Perlindungan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. 

Undang-undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Perlindungan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan Perlindungan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Perlindungan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan Perlindungan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan Perlindungan hukumadministrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Peran penting masyarakat diatur jelas dalam Pasal 70 UU PPLH bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

pengawasan sosial;

pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

penyampaian informasi dan/atau laporan.

meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

menumbuhkembangkan ketangga segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 84 UU PPLH telah memberikan pengaturan yag menunjukkan kedudukan hukum masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 85 UU PPLH dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

bentuk dan besarnya ganti rugi;

tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Khusus untuk Pasal 86 UU PPLH ditekankan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal 66 UU PPLH
 Konstruksi Anti Slapp dalam pasal 66 UU PPLH

Keunikan Pasal 66 UU 32/2009 adalah spesifik memasukan  “partisipasi” sebagai salah satu unsur pasal. Partisipasi dapat dimaknai sebagai unsur dari Pasal 66 UU 32/2009 jika mengacu kepada memorie toelichting UU 32/2009 dan ditafsirkan secara sistematis bahwa ketentuan Pasal 66 UU 32/2009 masih merupakan satu bagian pengaturan mengenai “hak”, yang dimana salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui partisipasi. Selain itu, kata “memperjuangkan” merupakan aktivitas yang bentuknya dapat berupa partisipasi.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka konstruksi  Pasal  66  UU  32/2009 telah mengandung  2  (dua)  unsur  utama Anti- SLAPP, yaitu: partisipasi/ekspresi dan kepentingan publik (lingkungan). Hal ini juga menegaskan bahwa Anti-SLAPP merupakan bentuk perlindungan terhadap hak. Dalam  pandangan penulis, kewajiban melakukan sesuatu bukanlah aktivitas yang dilindungi  dengan Anti-SLAPP.


Walaupun Risalah Sidang Pembahasan UU 32/2009 menunjukan salah satu alasan disepakatinya pengaturan Pasal  66  UU 32/2009 untuk melindungi pihak yang menjalankan kewajiban seperti pemerintah dan anggota DPR. Dalam pandangan penulis,  perlindungan terhadap aparatur sipil
negara (ASN) dan DPR  justru  telah diatur dalam undang- undang khusus mengenai profesi mereka.Untuk profesi ASN melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diberikan jaminan perlindungan
hukum bagi ASN yang menjalankan tugasnya. Mengacu ke Pasal 92 Ayat (1) huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) huruf e, bentuk perlindungannya berupa bantuan hukum. Hal yang sama juga bagi anggota DPR, dimana telah ada pengaturan mengenai hak  imunitas anggota DPR sebagaimana  diatur  dalam Undang Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam  hal  perlindungan terhadap profesi ASN dan anggota DPR sudah dilindungi sesuai undang-undang masing- masing profesi, maka pengaturan Pasal 66 UU 32/2009 dapat secara spesifik diatur untuk perlindungan hak partisipasi. Hal ini menjadi penting jika Pasal 66 UU 32/2009 ingin tetap dimaknai sebagai Anti-SLAPP. Karena tidak mungkin ada SLAPP tanpa adanya partisipasi.

     Dasar Hukum mengenai Pejuang Lingkungan Hidup untuk Mendapatkan Hak Perlindungan Hukum

Pasal 65 UU PPLH telah memberikan pengaturan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pe didikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 66 UU PPLH dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 67 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 68 UU PPLH diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

 Dalam Pasal 69 UU PPLH terdapat pengaturan bahwa setiap orang dilarang:

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

membuang limbah ke media lingkungan hidup;

membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

melepaskan roduk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan eraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

melakukan  pembukaan lahan dengan cara membakar;

menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Selain itu dalam Pasal 70 UU PPLH telah dirumuskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

pengawasan sosial;

pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

 Prasyarat Perlindungan Hukum

Sebagaimana  yang telah  disampaikan sebelumnya, ketentuan Pasal 66 UU 32/2009 dan penjelasannya adalah kontraproduktif. Penyempitan prasyarat perlindungan dengan hanya melindungi masyarakat yang telah menempuh  cara  hukum  saja harus diluruskan. Bagaimanapun Pasal 66 UU 32/2009 telah memberikan  jaminan bagi masyarakat yang berpartisipasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga syarat perlindungan bagi korban SLAPP hanya jika telah melakukan partisipasi untuk menyampaikan   keluhan, keberatan, dsb terhadap masalah lingkungan hidup 

Dalam pandangan penulis, pengaturan mengenai Anti-SLAPP sebaiknya
tidak membatasi masyarakat harus menempuh cara hukum karena ruang  dan  bentuk partisipasi yang diatur dalam Pasal 65 UU 32/2009 lebih luas dari sekedar partisipasi melalui mekanisme hukum.  Itikad  baik pun tidak menjadi prasyarat bagi tindakan partisipasinya   selama partisipasi
tersebut memang sesuai dengan aturan atau tidak melanggar
hak orang  lain  dan  masalah  lingkungan hidup yang diangkat benar terjadi. Mengapa itikad baik atau motif tidak menjadi fokus?Karena partisipasi dalam masalah-masalah lingkungan hidup merupakan hak prosedural yang dijamin oleh UU 32/2009. Hal yang penting untuk dipastikan adalah, apakah memang masalah lingkungan hidup benar terjadi?.

Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Perlindungan hukum lingkungan merupakan bagian integral “legislative framework” dan tahapan terakhir “regulatory chain”;  menjadi topik utama dalam “Fifth International Conference on Enviromental Compliance and Enforcement” di Monterey, California, Amerika Serikat (USA), 16-20 November 1998. Konferensi ini bermaksud untuk memberikan pengertian dasar penegakan hukum lingkungan dan mengembangkannya dalam jalinan kerjasama antar bangsa, khususnya mengenai “transboundary compliance issues”( Gerardu,1998).
      Kata “ Perlindungan hukum lingkungan” (“environmental law enforcement” atau “handhaving van milieurecht”) memiliki pengertian yang mengandung karakter keteraduan lintas disiplin (ilmu) hukum. G.A. Biezeveld mendefinisikan:

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations y means of:

administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity); administrative measures or sanctions in case of non compliance (=corrective activity); criminal investigation in case of presumed offences (=repressive activity);criminal measures or sanctions in case of offences (= repressive activity);civil  action  (law  suit)  in  case  of  (threatening)  non  compliance  (=preventive or corrective activity)(G.A. Biezeveld, 1995). 
Perlindungan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran udara dapat dibedakan dalam tiga aspek: (i) Perlindungan hukum lingkungan administratif oleh aparatur pemerintah, (ii) Perlindungan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan, dan (iii) Perlindungan hukum lingkungan keperdataan serta “environmental disputes resolution” yang ditempuh secara litigasi maupun non litigasi. ( Joseph, 2000).
Pembidangan Perlindungan hukum lingkungan dalam tiga rumpun disiplin hukum merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai matakuliah hukum fungsional (“fuctio elerec tsvakke ”) ( W. Brussaard, 1994).  Perlindungan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran udara berarti mendayagunakan sarana hukum (“legal means”) yang tersedia di bidang Perlindungan hukum lingkungan administratif, kepidanaan dan keperdataan (penyelesaian sengketa lingkungan) untuk melakukan perlindungan hukum dalam rangka menjamin kualitas lingkungan bersih dan sehat berkelanjutan.

Perlindungan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan aparatur penegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan, bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti “siapakah yang dimaksud dengan aparatur penegak hukum lingkungan”? ( Siti, 1986). Aparatur penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa dan pengacara, tetapi juga pejabat/instansi yang berwenang memberi izin. Bahkan dikonsepkan bahwa organ pemerintah yang berwenang memberi izin merupakan aparatur penegak hukum lingkungan yang utama berdasarkan prinsip: “pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan) bertanggung jawab terhadap Perlindungan hukum lingkungan administratif” ”( Siti, 1999).
Perlindungan hukum lingkungan dalam konstalasi lingkungan bersentuhan pula dengan segmen “penyelesaian sengketa lingkungan” melalui prosedur: “the litigation process and other tools for resolving environmental disputes”.  Penyelesaian sengketa lingkungan tentang pengendalian pencemaran udara dengan proses litigasi dipandang sebagai langkah terakhir; sedangkan jalur berperkara di luar pengadilan lebih diprioritaskan. Na cy K. Kubasek dan Gary S. Silverman meneguhkan: 

“litigition is bei g as a last resort, and alternate methods of dis ute resolution are favored … In environmental arena the two main alternatives are arbitration and mediation”.  Hal ini berarti “arbiter” dan “mediator” dipandang pula sebagai aparatur penegak hukum lingkungan dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan akibat terjadinya pencemaran udara. Di Jepang “konsiliator” lebih utama, karena “arbiter” membuat keputusan yang mengikat para pihak. (G.A. Biezeveld, 1995). 

Dalam setiap kasus lingkungan terdapat kehendak masyarakat dari perspektif Hukum Lingkungan dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan dipandang mampu berperan secara fungsional, apabila perumusannya berlandaskan pada asas-asas umum kebijaksanaan lingkungan sebagai dasar pengaturan. Pada dasarnya, yang dipandang sebagai “general principles of environmental policy” yang dapat memberikan perlindungan hukum adalah:

Penanggulangan pada sumbernya Penerapan sarana praktis terbaik/sarana teknis terbaik ;

Prinsip pencemar membayar ;

Prinsip cegat-tangkal ;
Prinsip perbedaan regional; dan

Beban pembuktian terbalik .

Asas penanggulangan pada dasarnya memberikan prioritas terhadap penanganan pencemaran (udara) secara preventif melalui instrumen perizinan lingkungan dengan persyaratan-persyaratannya. Prinsip sarana praktis yang terbaik atau sarana teknis yang terbaik menekankan bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan) yang secara praktis maupun teknis dipandang paling efektif dan dari segi ekonomik dapat diterima pelaku pencemaran. 

Prinsip sarana praktis yang terbaik/sarana teknis yang terbaik setara dengan konsep BTMA (“the best technical means available”) atau BAT (“the best available technology”) yang dewasa ini di Eropa dikembangkan menjadi ALARA (“as low as reasonably achievable”).  Di Belanda “het ALARA beginsel” telah diperkenalkan dan diterima sebagai asas hukum lingkungan. Berdasarkan prinsip ALARA yang dibutuhkan adalah langkah-langkah pendayagunaan instrumen teknologi pengendalian pencemaran udara yang benar-benar terbaik secara nyata. 

Prinsip pencemar membayar merupakan dasar pengenaan pungutan pencemaran lingkungan yang tujuan utamanya untuk membiayai upaya pencegahan pencemaran. Realisasi prinsip ini dalam pengelolaan lingkungan menuntut dikembangkannya instrumen ekonomik dengan menginternalisasi biaya sosial kedalam biaya rencana kegiatan melalui sarana keuangan, seperti: “air pollution fee” atau “emission charges”. 

Asas cegat-tangkal menghendaki terjaganya kualitas suatu kompartemen lingkungan atau wilayah tertentu atas terjadinya pencemaran (udara) di bagian lingkungan maupun lokasi lain. Pencemaran lingkungan (udara) harus dilokalisir pada areal itu sendiri, sehingga mutu lingkungan (udara) di kawasan lain tidak turut menurun. 

Prinsip perbedaan regional mendeskripsikan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai dengan kenyataan tentang ketidaksamaan wilayah. Situasi dan kondisi lingkungan (udara) berbeda-beda, sehingga pengendalian pencemaran (udara) juga arus berbeda-beda menurut wilayahnya. Penerapan prinsip ini dalam hukum lingkungan dapat dilihat pada pengelolaan kualitas lingkungan (udara) melalui penataan baku mutu lingkungan (udara). 

Asas pembuktian terbalik menekankan: barangsiapa yang melakukan kegiatan wajib menunjukkan ahwa kegiatannya tidak merugikan (mencemarkan) lingkungan (udara) atau memang merugikan. Munculnya asas ini seiring dengan perkembangan konsep tentang tanggunggugat berdasarkan kesalahan yang mengandung banyak kesulitan dalam pembuktian sekaligus mahalnya biaya berperkara.

Peraturan perundang-undangan lingkungan dapat didayagunakan secara fungsional dalam upaya perlindungan hukum kepada masyarakat apabila formulasi materi muatannya mencerminkan “general principles of environmental policy”. Tanpa menuangkan asas-asas kebijaksanaan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan disinyalir bahwa: pengaturan lingkungan tidak dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dalam rangka pengelolaan lingkungan bersih dan sehat.
Contoh Analisis Kasus Petrokimia Gresik

Kasus Petrokimia Gresik merupakan tragedi pencemaran udara yang menarik perhatian publik dan bermula dari kebocoran tabung amoniak Tank Yard (Pipa Kimia) Pabrik II PT Petrokimia Gresik, 26 Februari 2001 sekitar pukul 16.30 atau 17.00 Wib. Hasil analisis kompresor menunjukkan bahwa kejadian tersebut akibat dari laju perubahan tekanan tangki pada saat supply amoniak yang mencapai 9,483 gf/cm2/menit, padahal, tekanan tangki sewaktu kompresor bekerja hanya sebesar 0,033gf/cm2/meter. Ketidakseimbangan ini menyebabkan perubahan daya tekan dalam tangki 02 TK-801 yang sangat besar dan singkat.

Tim Pengkaji Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang terdiri atas Joni Hermana, Syamsudin Affa di dan Suwarmin menginformasikan bahwa ledakan pada tangki amoniak di PT Petrokimia Gresik diakibatkan oleh tekanan yang terlalu tinggi yang melebihi tekanan desain. Ledakan terjadi akibat perubahan tekanan yang mendadak supply amoniak dari Produksi I yang kualitasnya tidak sesuai (15% amoniak, 85% air, dan suhu 400C). Perubahan tekanan ini tidak dapat dieliminasi walaupun kedua kompresor bekerja bersamaan.

Amoniak PT Petrokimia Gresik termasuk dalam kategori zat bahan berbahaya dan eracun (B3) karena memiliki karakteristik mudah meledak, bersifat reaktif dan korosif. Konsentrasi tertentu amoniak dapat menimbulkan efek akut sistem pernafasan, iritasi mata dan dalam konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan pingsan dan kematian (meninggal dunia).

Ditemukan penyimpangan pengoperasian tangki 02 TK-801 dilihat dari instruksi kerja IK-28-2022 Bagian VI butir 8: apabila NH3 dari Produksi I sedang Surat Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. B348/IV-12/K.14/2001 perihal Laporan Sementara Kasus Bocornya Tangki Amoniak PT Petrokimia Gresik, 21 Maret 2001. Tim Pengkaji ITS Surabaya, Hasil Kajian Peristiwa Kebocoran Tanki Amoniak 02-TK 801 di Petrokimia Gresik, Surabaya, 18 Mei 2001. Hal ini telah pula ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 74 Tahun 2001).
posisi transfer, maka hanya bisa dimasukkan ke 02 TK-901, sedangkan transfer dari kapal hanya bisa ke 06 TK-801 dengan menutup BV-C. Djoko Moeradiatno dari Bapedalda Propinsi Jawa Timur menerangkan bahwa kejadian tersebut dapat dikategorisasikan sebagai pencemaran udara. Gas amoniak yang terpapar telah melebihi baku mutu udara yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur No. 129 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Keputusan Gubernur No. 129 Tahun 1996): baku mutu amoniak seharusnya 2,00 ppm atau 2 mg/liter, sedangkan berdasarkan hasil evaluasi, amoniak PT Petrokimia Gresik jauh melebihi baku mutu.

Surat Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur NoMOR 660/712/217.3.2/2001 tanggal 21 Mei 2001 perihal Tambahan Informasi Kejadian Kasus Kebocoran Tangki Amoniak PT Petrokimia Gresik, tanggal 26 Februari 2001 menjelaskan bahwa: dampak paparan gas amoniak pada manusia dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernafasan. Kebocoran tangki amoniak PT Petrokimia Gresik tersebut mengakibatkan pencemaran udara yang menyebabkan 248 orang mengalami gangguan pernafasan: 73 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, 3 orang di Rumah Sakit Semen Gresik dan 172 orang di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Paparan radius pencemaran udara tersebar di wilayah Kelurahan Tlogo Pojok dan Lumpur Kecamatan Gresik serta Desa Roomo Meduran Kecamatan Manyar (Kabupaten Gresik).

Terhadap kasus tersebut telah dibuat Kesepakatan Bersama Tentang Pokok-pokok Ganti Kerugian Akibat Kebocoran Amoniak PT Petrokimia Gresik pada tanggal 14 Maret 2001 oleh Iman Santoso Direktur PT Petrokimia Gresik (Pihak Pertama) dengan Pihak Kedua yang terdiri atas: Sariono (Juru Bicara), Koesnan Hadi, H. Djamal Kohar dan H. Mansyur (Tokoh Masyarakat Kelurahan Tlogo Pojok), H. Arsyad (Tokoh Masyarakat Kelurahan Lumpur) dan A. Ghufron (Tokoh Masyarakat Desa Roomo Meduran). Pihak Kedua ini telah mendapat kuasa dari 167 korban. Kedua belah Pihak telah mengikatkan diri dalam kesepakatan berikut:

Penyelesaian akibat musibah yang terjadi akibat kebocoran tangki amoniak di Pabrik II PT Petrokimia Gresik pada tanggal 26 Februari 2001 akan diselesaikan di luar Pengadilan dan secara kekeluargaan.Permintaan maaf PIHAK PERTAMA atas musibah kebocoran amoniak tersebut dapat diterima oleh PIHAK KEDUA atas nama warga penderita dan warga di sekitar pabrik demikian sebaliknya permintaan maaf PIHAK KEDUA atas kerusakan yang ditimbulkan oleh warga pada baberapa bangunan dan instalasi milik PIHAK PERTAMA dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;

Pemberian ganti kerugian akibat kebocoran tanki amoniak di Pabrik 11 PT Petrokimia Gresik pada tanggal 26 Februari 2001 disepakati olah KEDUA BELAH PIHAK sebagai berikut:

Pemberian Kartu Kesehatan dengan penggunaan secara berkala;

PIHAK PERTAMA akan memenuhi baku mutu lingkungan;

Pemberian sembako berupa 5 (lima) kg beras, 1 (satu) kg gula dan 1 (satu) kg minyak goreng kepada keluarga prasejahtera.

Ganti kerugian fisik (jasmani) kepada warga diberikan dalam bentuk Kartu  Kesehatan  sebagaimana  tersebut  pada  butir  a  diatas, sedangkan ganti rugi mental (psikologis) diberikan dalam bentuk bantuan  Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  Koperasi  (PUKK)  untuk menggairahkan kegiatan ekonomi Desa/Kelurahan.

Dengan telah disepakatinya Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Kesepakatan Bersama termaksud telah dicatat dan didaftar dalam buku Notaris Ratnasari Harwanti pada tanggal 15 Maret 2001. Korban juga membuat Surat Kuasa dan Pernyataan yang di dalamnya berisi pernyataan:  “dengan ini pula kami menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi apapun kepada PT Petrokimia Gresik".Kasus Petrokimia Gresik telah diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan alternatif sedasar UUPLH dan PP LPJ. Pernyataan ke-167 korban untuk tidak mengajukan gugatan “ganti kerugian apapun” niscaya tidak tepat. Apabila peristiwa serupa terulang di kemudian hari (beda kasus), para korban tetap mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Gugatan lingkungan pencemaran udara diajukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPLH dan Pasal 54 ayat (2) PP PPU jo. Pasal 1365 BW (KUH Perdata).

Terungkapnya terminologi "musibah" dan "permintaan maaf" dari kedua belah pihak merupakan bentuk pemahaman religius yang sesuai dengan peradaban warga Kabupaten Gresik. Namun, permohonan dan pernyataan saling "memaafkan" tidak menghapuskan dugaan delik lingkungan pencemaran udara yang dilakukan Pihak Pertama dan tindak pidana perusakan instalasi industri oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan pada Pasal 31 jo. Pasal 34 UUPLH: tujuan penyelesaian sengketa lingkungan alternatif dapat diklasifikasikan dalam "tujuan finansial" dan "tujuan non finansial". Tujuan finansial terdapat dalam "ganti kerugian" yang menekankan ada aspek “monetary settlement", sedangkan tujuan non finansial berwujud "tindakan (hukum) tertentu” yang sifatnya "non-monetary settlement" berupa kegiatan: memasang atau memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga PT Petrokimia Gresik dapat mentaati baku mutu udara ambien dan emisi.

Dalam Kasus Petrokimia Gresik sebenarnya dapat dilakukan "gugatan kelompok" ("class action") menurut Pasal 37 UUPLH maupun memanfaatkan "legal standing" OLH sesuai dengan Pasal 38 UUPLH. Peran penting OLH belum mengedepankan dalam Kasus Petrokimia Gresik. Lebih dari itu, dari 248 korban ternyata baru 167 orang yang berkonsensus dalam Kesepakatan Bersama. Korban lainnya yang belum menggunakan haknya pada dasarnya terbuka peluang untuk melakukan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

Terhadap Kasus Petrokimia Gresik terbuka pula langkah hukum untuk melakukan penegakan hukum lingkungan administratif sehubungan dengan pelanggaran baku mutu udara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan
Gubernur Jatim No. 129 Tahun 1996. Dari Berkas Perkara No. Pol.: BP/90/IV/2001/Ditserse Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Jawa Timur tanggal 10 April 200137 dapat diketahui bahwa Kasus Petrokimia Gresik merupakan tindak pidana pencemaran udara yang dapat dijaring Pasal 41, 42, 43, 44 dan 46 UUPLH (primer) serta Pasal 360 KUHP (subsider). Penegakan hukum lingkungan administratif tidak dilakukan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan telah diproses di PN Gresik.

Batasan, Kriteria dan  Instrumen Hukum Pidana Pada Pasal 66  UU PPLH Terhadap  Pejuang Lingkungan Hidup

Batasan Ketentuan Pasal 66 UU PPLH menyebutkan,  setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Rumusan ini memberikan perlindungan khusus pejuang lingkungan hidup, Namun,  dalam penjelasan, penafsiran pasal ini tereduksi, Ketentuan ini hanya untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Dengan kata lain, jika tak menempuh jalur hukum aktivitas membela lingkungan tak bisa dilindungi UU ini.
 Instrumen hukum pidana (Pasal 94 - Pasal 120 UUPPLH). Penegakan hukum pidana dalam UU ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi.

PENUTUP

Kesimpulan

    Hak dan Kewajiban Hukum pejuang lingkungan hidup dalam Sengketa Lingkungan Hidup berdasar pada Ketentuan Pasal 84 UU PPLH telah memberikan pengaturan hukum yang menunjukkan kedudukan hukum pejuang lingkungan hidup.  Asalkan status hukum pejuang lingkungan hidup telah memenuhi baik secara hak dan kewajiban serta prasyarat  yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum di dalam undang-undang yang berlaku yakni masyarakat yang telah menempuh  jalur  hukum  saja. Bagaimanapun Pasal 66 UU 32/2009 telah memberikan  jaminan bagi masyarakat yang berpartisipasi untuk mendapatkan kedudukan dan status hukum yang sama atau setara di peradilan. Sehingga syarat bagi korban SLAPP hanya jika telah melakukan partisipasi untuk menyampaikan keluhan, keberatan, terhadap masalah lingkungan hidup pengaturan mengenai Anti-SLAPP. Sebaiknya aturan tidak membatasi masyarakat harus menempuh dengan cara hukum saja karena ruang  dan  bentuk partisipasi yang diatur dalam Pasal 65 UU 32/2009 lebih luas dari sekedar partisipasi melalui mekanisme hukum. 

Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun terdapat Batasan dalam rumusan pasal ini memberikan perlindungan khusus pejuang lingkungan hidup, Ketentuan ini hanya untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pejuang Lingkungan Hidup pada saat melakukan gugatan maka pada saat itu pula . Perlindungan hukum diberikan untuk pejuang Lingkungan Hidup asal pejuang lingkungan tersebut tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Secara Konstruksi  Pasal  66  UU  32/2009 telah mengandung  2  (dua) unsur utama Anti-SLAPP, yaitu: partisipasi/ekspresi dan kepentingan publik (lingkungan). Hal ini juga menegaskan bahwa Anti-SLAPP merupakan bentuk perlindungan terhadap hak.  kewajiban melakukan sesuatu bukanlah aktivitas yang dilindungi  dengan Anti-SLAPP. diatur pula mengenai Instrumen hukum pidana dalam (Pasal 94 - Pasal 120 UUPPLH
SARAN

     Sebagai upaya untuk mengatasi masalah itu diharapkan kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Peraturan itu penting untuk melindungi aktivis lingkungan hidup dari ancaman kriminalisasi. 

     Pemerintah bisa menerbitkan peraturan yang intinya memuat ketentuan anti SLAPP. Regulasi itu layaknya berbentuk Peraturan Presiden (PP) atau Peraturan Pemerintah (PP). Untuk saat ini bisa saja ketentuan itu dimasukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengatur teknis pelaksanaan Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009.
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